[image: image1.png]



PAGE  


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan adalah dua tindak pidana yang sering terkait erat dalam hukum di Indonesia. Pelaku utama penggelapan dijerat dengan Pasal 372 KUHP, sedangkan pihak yang menerima atau membeli barang hasil kejahatan tersebut dijerat dengan Pasal 480 KUHP (penadahan). Penggelapan merupakan kejahatan primer yang menghasilkan barang ilegal, sementara penadahan adalah kejahatan sekunder atau lanjutan yang membantu mendistribusikan atau menyembunyikan hasil kejahatan primer untuk keuntungan ekonomi. Adanya penadah membuat pelaku penggelapan lebih mudah menjual barang curian, sehingga tindak pidana penadahan secara tidak langsung mendukung terjadinya penggelapan. Penangkapan penadah seringkali merupakan pengembangan dari kasus penggelapan atau pencurian. 
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan. Pelaku utama yang menggelapkan sepeda motor dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jika penggelapan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau karena jabatannya, ancaman pidananya dapat lebih berat (Pasal 374 KUHP), yaitu penjara paling lama lima tahun. Pihak yang menerima, membeli, menyewa, atau menarik keuntungan dari sepeda motor hasil penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dan Ancaman hukuman bagi pelaku penadahan adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan adalah upaya pre-emtif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emtif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan memberi sanksi pidana kepada pelakunya dan harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintahan dan melakukan kerjasama degan masyarakat.
Saran.

Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan hal-hal pemberat dan peringan pidana, dan manfaat dari putusan tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman atas kesalahan dan sisi kemanusiaannya.

Terjadinya  tindak pidana penadahan hasil tindak pidana penggelapan tidak  terlepas dari sanksi yang ringan terhadap para pelakunya, karena itu disarankan agar agar aparat penegak hukum memberikan sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku penadahan hasil tindak pidana penggelapan sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang-orang yang akan melakukan perbuatan tersebut menjadi takut 
Agar  Hakim lebih jeli dan tegas dalam menerapkan pemberatan pemidanaan terhadap pelaku penadahan hasil tindak pidana penggelapan sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.
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